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PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS 

PERATURAN BUPATI KUDUS 
NOMOR 18 TAHUN 2010 

TENTANG 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2009 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KUDUS, 

bahwa memenuhi ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten 
Kudus Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Kudus Tahun Anggaran 2009, perlu ditetapkan Peraturan Bupati 
Kudus tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun 
Anggaran 2009 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban 
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Kudus Tahun Anggaran 2009; 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan 
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1997 Nomor 41 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang 
Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik lndone~ia Tahun_ 2000 Nomor 246, 
Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4048); 

( 
I 



- 2 -

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perole~~i~ 
4· Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Repu 

Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lem?aran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3688), sebagaimana drubah dengan 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Peroleha_n 
Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republrk 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia Nomor 3988) ; 

s. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelen
I 
g~ardaann 

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Ko us, a 
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 19~9 
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3851 ); 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355) ; 

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389); 

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ; 

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4421 ); 

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4437), sebagaimana telah beberapa kali d iubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 
atas . Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844) ; 

l2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); ' 
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan 
Keuangan Kep~la Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran 
Negara Republrk Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak 
oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 
118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4138); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 
119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4139); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4416) , sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republ ik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 49 , Tambahan Lembaran Negara Republ ik 
Indonesia Nomor 4503); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4574); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia 
Nomor 4575); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4576); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah 
kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4577); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4578); 
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23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 T 
Penyusunan dan p ahun 2005 tentang Pedoman 
(Lembaran Negara Reen~~~an St~ndar Pelayanan Minimal 
Tambahan Lembaran Ju 

1 1nd0ne~,a Tahun 2005 Nomor 150, 
egara Repubhk Indonesia Nomor 4585); 

24. Perat~ran Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 t t P d 
Pemb1naan dan p en ang e oman 

engawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
165, Tambahan Lembaran Negara Republ'ik I d . N 
4593) ; n ones1a omor 

25. Peraturan Pemeri~ta~ Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuan~an dan ~1ner1a lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Repubhk lndon~s,a Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Repubhk Indonesia Nomor 4614); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, 
Laporan Keteran_gan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada 
Dewan Perwak1lan Rakyat Daerah, dan lnformasi Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 

27. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa lnstansi Pemerintah, 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan 
Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa lnstansi 
Pemerintah; 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah , sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 
2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah ; 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2009; 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang 
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99) ; 

31 . Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2009 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ku~us 
Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Ku us 

Tahun 2009 Nomor 1); 

\ 



matikan 

32 
p0raturan Daeroh Kabur,aten Kudus Nomor 7 Tahun 2009 

· tentanfJ Porubahan Angnaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Kuduo Tahun Angg::iran 2009 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kudus Tahun 2009 Nomor 7); 

33, Peraturan Daerah Kahupaten Kudus Nomor g Tahun 2010 tentang 
p0rtanggunoJawaban PelrJksanaan Anrmaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2009 
(Lembaran Daerah Kr.1bupaten Kudus Tahun 2010 Nomor 9); 

34, peraturan Bupati Kudus Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Oaerah Kabupaten Kudus 
Tahun Anggaran 2009 (Serita Oaerah Kabupaten Kudus Tahun 
2009 Nomor 4 ); 

35, Peraturan Bupati Kudus Nomor 44 Tahun 2009 tentang 
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2009 (Serita Daerah 
Kabupaten Kudus Tahun 2009 Nomor 44) 

1. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 910/224/2010 tentang 
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus 
Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 dan 
Rancangan Peraturan Bupati Kudus Tentang Penjabaran 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009; 

2. Persetujuan Bersama Bupati Kudus dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 91 4/2898/13/2010 

91 4/802/02.02/2010 
tentang Rancangan Peraturan Daerah Ten tang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2009; 

MEMUTUSKAN : 

'1,an : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNG 
JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 
2009. 

Pasal 1 

i;,lian Rear · 
Pend 1sas1 Anggaran Tahun Anggaran 2009 terdiri atas : 

apatan 
:· ~endapatan Asli Daerah 
c· Lana Perimbangan 
' aln I I y ·an Penctapatan Daerah 

ang Sah 

Jumlah Pendapatan 

Rp 83.045.780.415,88 
Rp 599.799.512.219,00 
Rp 224.084.109.102,00 

Rp 906.929.401 .736,88 

I 
' 

1(1 
\~ I 

} 



ae/llfli3 •a tidak Langsung 
, V ee/anJ , 
.. 9. se/anja Pegawa, 

1) selanja Bung.a. 
2) selanja s~bs1d1 
3) selanja Hrbah . 
4) selanja Ban~uan ?osral 
5) Belanja Bag, Has1I 
6) Belanja B~ntun Keuangan 
7) Belanja T1dak Terduga 
8) 

Belanja Langsung . 
b. 1) Belanja Pegawa, 

Z) Belanja Barang dan Jasa 

3) Belanja Modal 

l. Pembiayaan 
a. Penerimaan 

Jumlah Belanja 

Surplus/ (Defisit) 

b. Pengeluaran 

- 6 -

Rp 385.597.848.985,00 
Rp 95.140.509,00 
Rp 0,00 
Rp 19.455.495.000,00 
Rp 20.593.892.000,00 
Rp 2.091 .226.200,00 
Rp 19.834.796.447,00 
Rp 0,00 

Rp 447.668.399.141 ,00 

Rp 23.263.840.635,00 
Rp 145.864.038.240,00 
Rp 252.376.497.399,00 

Rp 421 .504.376.274,00 

Rp 869.172.775.415,00 

Rp 37.756.626.321 ,88 

Rp 96.719.181 .798,91 
Rp 10.776.297.736,00 

Jumlah Pembiayaan Netto Rp 85.942.884.062,91 

Sisa lebih pembiayaan anggaran 
tahun berkenaan 

Pasal 2 

Rp 123.699.510.384,79 

:ingkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
rcantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini. 

Pasal3 

~~~~:s~n laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci 
nJut ke dalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran. 

Pasal 4 

~~r . 
~rcantu an Laporan Realisasi Anggaran ~~b~gaimana dimaksud dalam Pasal 3 

m dalam Lampiran II Peraturan Bupat1 m1. 

l 
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Pasal 5 

bagairnana dimaksud dalam Pasal 2 d 
piran. 5\Kan dari Peraturan Bupati ini. an Pasal 4 merupakan bagian yang 

~ 1erp1sa 
, ~~ 

Pasal6 

B
upati ini rnulai berlaku pada tanggal ditet k w~n ap an . 

~ra 
ar 

5
etiaP oranfa:ney~gde;~~i~~~itamimerihntahkan pengundangan Peraturan Bupati 

M n penemP8 aera Kabupaten Kudus 
~nga . 

Ditetapkan; f udus 
pad a tanm]al September 2010 

~angkan di Kudus 
atanggal 2 September 2010 

YJ1,8ARl~ BUPATEN KUDUS, 

SADRI HUTOMO 

HTADAERAH KABUPATEN KUOUS TAHUN 2010 NOMOR 18 

Telah ditelltl atas kebenarannya : 
No. Jabatan Par;il 

1 
L 

SEKDA { 
2 ASISTEN StKDA I/ 
3 kEPALA DINASJIW)AN I-C 

4 l<EPAlAMGJAN/ t-~ KANTOR / BIDANG 
5 BAG. HUKUM/LAJNNYA 

I,_ . . -
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